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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis penentuan locus delicti surat dakwaan 
oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kejahatan pornografi. Penelitian yang dilakukan merupakan 
penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum 
yang dipakai meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum adalah bertujuan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun teknik yang dipergunakan dalam 
pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Berdasarkan penelitian 
ini diperoleh hasil bahwa penentuan locus delicti surat dakwaan oleh penuntut umum dalam perkara 
tindak kejahatan pornografi pada studi kasus Perkara Nomor PDM-31/KNYAR/08/2020 menggunakan 
teori akibat, yaitu ajaran atau teori tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut bermula dilakukan.  
 
Kata Kunci : surat dakwaan, pornografi, locus delicti 
 
Abstract: This study aims to find out and analyze the determination locus delicti of an indictment by the 
Public Prosecutor in pornography crime cases. The research conducted is normative or doctrinal legal 
research that is prescriptive and applied. The approach used in this study is thecase approach. Types and 
sources of legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials. The 
technique of collecting legal materials is aimed at obtaining legal materials. The technique used in 
collecting legal materials in this research is library research or document study. This study uses legal 
material analysis techniques with deductive logic. Based on this research, it was found that the 
determination of the locus delicti of indictments by the public prosecutor in pornographic crime cases 
(PDM-31/KNYAR/08/2020) uses the theory of consequences, namely the teaching or theory of the place 
where the consequences of the crime began. 
 
Keywords: indictments, pornography, locus delicti 

 

 

1. Pendahuluan 

Sistem hukum pidana di Indonesia dalam menyelesaikan perkaranya terdapat dua cara, 
yaitu secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian perkara 
dengan hukum sedangkan non litigasi adalah proses penyelesaian perkara dengan jalur 
non hukum. Penyelesaian perkara secara litigasi memiliki beberapa proses, yaitu 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Proses 
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penyelidikan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian kemudian setelah berkas perkara 
telah lengkap maka akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penyidikan dan 
penuntutan. Tahap terakhir adalah persidangan yang dilaksanakan oleh pengadilan. 
Apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap maka akan dilaksanakan 
eksekusi putusan oleh jaksa. 

Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke 
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
dalam KUHAP, dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa oleh hakim di 
sidang pengadilan.1 Pada tahap penuntutan merupakan tahap penting untuk 
menentukan putusan yang akan diadili oleh hakim. Hal ini dikarenakan di dalam 
penuntutan terdapat surat dakwaan. Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang 
memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat 
disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum 
berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah 
proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat 
memeriksa dan mengadili diluar dari hal yang didakwakan.  

Dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2), penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan 
harus memuat pertama, nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Kedua, uraian 
secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Mengenai pentingnya waktu 
disebutkan dalam surat dakwaan adalah dalam hubungannya dengan kejelasan tentang 
ketepatan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Selain itu juga 
berhubungan dengan gugurnya hak menuntut sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP. 2 
Kompetensi relatif (kewenangan nisbi) menurut Pasal 84 KUHAP adalah pengadilan 
negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan 
dalam daerah hukumnya. Pengadilan negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan 
persetujuan Mahkamah Agung.  

Penentuan mengenai tempat terjadinya perkara (locus delicti) di masa digital sekarang 
merupakan sebuah hambatan bagi penuntut umum.  Adanya perkembangan teknologi 
di zaman sekarang memberikan kemudahan bagi banyak orang. Kemudahan tersebut 
memberikan manfaat berupa kecepatan internet untuk mengakses dunia luar sehingga 
manusia dapat menambah pengetahuannya melalui perkembangan teknologi. Namun, 
perkembangan tersebut dapat memberikan manfaat yang begitu besar namun juga 
memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar. Dampak negatif tersebut 
timbul akibat dari penyalahgunaan internet dari berbagai pihak. Salah satu dampak 
negatifnya adalah munculnya berbagai macam bentuk kejahatan yang dapat terjadi baik 
di manapun, kapanpun, dan pada siapapun. 

                                                           
1
 Pasal 137 KUHAP. 

2
 Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, (Jakarta: Djambatan, 1998), 11-12. 
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Penggunaan internet mempengaruhi aktifitas manusia selayaknya di dunia nyata seperti 
berbincang, transaksi bisnis, dan sebagainya.3 Apabila tidak mengontrol mengenai 
penggunaan teknologi internet maka dampak negatif dari salah satu perkembangan 
zaman tersebut akan muncul. Dampak negatif tersebut salah satu contohnya adalah 
munculnya kejahatan melalui sarana internet. Bentuk kejahatan dunia maya antara lain, 
carding, cracing, dan cyber porn crime.  

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi pada era globalisasi saat ini, karena 
perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di 
masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu 
hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Pengertian Pornografi dalam Undang 
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau 
bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan 
di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 
norma kesusilaan dalam masyarakat. 

Fenomena kejahatan cyber porn atau kejahatan pornografi ini juga menjadi polemik 
untuk penentuan locus delicti yang nantinya diperlukan untuk menentukan apakah 
undang-undang pidana Indonesia dapat diberlakukan dan juga pengadilan mana yang 
berhak untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut (kompetensi 
relatif). Untuk menentukan locus delicti tidaklah mudah karena mengenai kejahatan 
pornografi yang merupakan kejahatan dunia maya dan juga sulit untuk melacak dan 
mencari jejak kejahatan tersebut. Penyusunan surat dakwaan dibuat oleh Penuntut 
Umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar mengalami berbagai hambatan dikarenakan 
penentuan locus delicti dalam tindak pidana pornografi berada di dunia maya yaitu 
antara tempat untuk melakukan tindakan pornografi dan korban tindakan pornografi 
berada di wilayah yang berbeda. 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 
mengambil judul “Penentuan Locus Delicti pada Surat Dakwaan dalam Kejahatan 
Pornografi” 

 

2. Metode 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Keterkaitan dengan penelitian hukum normatif, pendekatan 
penelitan hukum berupa pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan 
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu 
bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas terdiri dari peraturan 
perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, 

                                                           
3
 Wahid Abdul dan Labib Muhammad, Kejahatan Mayantara, (Bandung:Refika Aditama, 2005), 24. 
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dan putusan hakim.4 Sedangkan bahan hukum primer terdiri dari buku, kamus hukum, 
jurnal hukum, artikel, dan bahan dari media daring atau sumber lain yang memiliki 
keterkaitan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum adalah dengan logika 
deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya 
menjadi kesimpulan yang lebih khusus.  

 

3. Penentuan Locus Delicti pada Surat Dakwaan dalam Kejahatan Pornografi 
Perkembangan teknologi yang kian memesat pada zaman modern memunculkan 
dampak yang cukup besar dalam aktivitas kehidupan manusia. Dampak positif dari 
perkembangan teknologi tersebut adalah semakin mudahnya dalam mendapatkan 
informasi maupun berkomunikasi, membuka cakrawala pengetahuan, dan juga dapat 
digunakan sebagai alat untuk bertransaksi. Namun disamping manfaat tersebut, 
perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif yang ditimbulkan yaitu adanya 
kejahatan baru seiiring perkembangan zaman tersebut. Hal ini dikarenakan semakin 
berkembangnya peradaban manusia, maka tindak kejahatan pun juga akan semakin 
berkembang atau beragam.  

Kejahatan telematika (cyber crime) sebagai bentuk kejahatan melalui penyalahgunaan 
teknologi yang terkonvergensi dari komputer, media, dan informasi, yang didasari motif 
kriminal atau ilegal, tercela, melawan hukum, dan alasan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan, termasuk didalamnya penyalahgunaan melalui jaringan 
internasional atau internasional net working.5. Adapun dampak dari internet yang lintas 
batas atau global menjadikan kejahatan baru berupa cyber crime. Bentuk dari cyber 
crime antara lain carding, cracing, dan cyber porn crime (kejahatan pornografi). 

Bentuk kejahatan cyber porn crime memiliki banyak jenis, salah satunya yang sedang 
marak terjadi yaitu revenge porn (pornografi balas dendam). Istilah revenge porn 
digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat 
dalam konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui 
internet, tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut. 
Pengunggahan konten ini umumnya didorong oleh niat menyakiti, mempermalukan, 
dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk.6 

Berkaitan dengan hal diatas, kejahatan pornografi berupa revenge porn dengan kasus 
Perkara Nomor PDM-31/KNYAR/08/2020 oleh Avian Yoga yang terdakwa pada saat 
melakukan tindak pidana melalui sarana PC (Personal Computer) di Warnet Plazanet 
yang beralamat di Jalan Haryo Panular Nomor 7, Kampung Panularan, Kelurahan 

                                                           
4
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 141. 

5
 Bambang Sudjito, dkk, ”Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia”, Jurnal Wacana, Vol. 19, No. 2 

(2016):67  https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1. 
6
 Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setia Budi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi 

Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 5 (2021):12 
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819. 
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Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Sedangkan korban yang masih berusia 
16 tahun berada di Jomboran RT. 1 RW. 7 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten 
Kabupaten Karanganyar. Bermula dari terdakwa dan korban yang masih tergolong anak-
anak melakukan pertemanan melalui jejaring sosial facebook dan kemudian menjadi 
sepasang kekasih di dunia maya. Dalam hubungan asmara tersebut, beberapa kali 
meminta korban untuk melakukan foto dengan bertelanjang dada, foto kelamin 
(vagina), dan membuat video beradegan menjilat hanya untuk memuaskan hasrat 
seksual terdakwa. Foto dan video tersebut disimpan dan dipergunakan terdakwa untuk 
mengancam korban apabila tidak mau untuk berhubungan badan (persetubuhan) maka 
akan disebarkan ke jejaring sosial seperti facebook, twitter, dan sejumlah akun seperti 
Info Cegatan Solo (ICS) serta Info Wong Solo (IWS).  Atas pengancaman tersebut, korban 
merasa takut kemudian melapor kepada pihak kepolisian. 

Foto saksi yang telanjang dada (terlihat payudaranya), foto alat kelamin (vagina), dan 
video yang beradegan menjilat menurut Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi termasuk dalam suatu perbuatan asusila dalam hal yang 
berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa 
gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau 
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.7 Pornografi 
bisa dikatakan perbuatan yang merusak kesusilaan (schennis der eerbaarheid).8 Dalam 
Undang-Undang Pornografi telah disinggung tentang penggunaan media-media online, 
maka jika merujuk pada media online tersebut maka bisa diklasifikasikan lagi terhadap 
layanan media sosial dan jejaring sosial, misalnya internet, blog, facebok, twitter, bbm, 
whatsapp, instagram, dan lain-lain.9  

Kejahatan pornografi yang dilakukan oleh Avian Yoga membuat babak baru dalam 
penyusunan surat dakwaan bagi penuntut umum untuk menentukan locus delicti dalam 
suatu tindak pidana. Surat dakwaan mempunyai peran penting dalam penyelesaian 
perkara tindak pidana karena surat dakwaan menjadi dasar hakim dalam melakukan 
pemeriksaan di muka sidang dan juga sebagai dasar Hakim untuk mengambil putusan. 10 
Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili di luar lingkup yang 
didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, sehingga kesalahan 
terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan 
akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi 

                                                           
7
 Adami Chawazi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), 21. 

8
 Suratman, Andri Winjaya Laksana, “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang -

Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2 
(2014):174.  http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1473 . 
9
  Dadin Eka Saputra, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”, Jurnal Al’Adl, Vol. IX, 

No. 2 (2017): 280  10.31602/al-adl.v9i2.949 . 
10

 Yuan Angger Prasetya “Tinjauan Putusan di Luar Surat Dakwaan terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika dan 
Pengabaian SEMA Nomor 1 Tahun 2017”, Jurnal Verstek, no. 2 (2021):358  https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67641. 
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tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa.11 Maka dari itu, penuntut 
umum dalam menyusun surat dakwaan harus cermat, jelas, teliti, singkat dan tidak 
berbelit-belit. Penuntut Umum juga diharuskan untuk konsisten dan yakin bahwa 
perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan dakwaan  yang  telah  didakwakan  sesuai  
dengan  kaidah  undang-undang  dan  dapat dibuktikan  dalam  persidangan.  Selain itu, 
dibutuhkan juga  prinsip  kehati-hatian dalam menyusun surat dakwaan.12 

Pada surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-31/KNYAR/Eku.2/08/2020 
telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu berisi 
tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, 
tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, diperlukan untuk meneliti apakah 
benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah 
benarbenar sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut 
umum untuk menghindarkan terjadinya kesalahan dalam mendakwa dan mengadili 
seseorang di persidangan atau kesalahan dalam menghadapkan terdakwa di depan 
persidangan.13  

Adapun syarat materiil yang juga diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu uraian 
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta menyebut 
waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti). Pasal 143 
ayat (2) huruf b inilah yang apabila terdapat kekurangan pada syarat materiil 
mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Maka dari itu, penuntut umum dalam 
menyusun surat dakwaan untuk memenuhi syarat materiil memiliki hambatan dalam 
hal penentuan locus delicti.  

Penentuan locus delicti penting dilakukan meskipun dalam menentukan hal tersebut 
penuntut umum memiliki kesulitan dalam penjabaran atau penyebutan secara konkrit 
locus delicti sangat berperan bagi berbagai permasalahan dalam bidang hukum 
pidana.14 Adapun tujuan locus delicti adalah:15  

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan 
pidana tersebut atau tidak (Pasal 2-8 KUHP);  

2. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang mengurus 
perkaranya (kompetensi relatif);  
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Penuntut umum memiliki kesulitan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan adalah 
pornografi yang mana di dalam dunia mayantara. Apabila melihat dari regulasi hukum di 
Indonesia belum terdapat hal-hal yang mengatur pada penentuan locus delicti tersebut. 
Oleh karena itu, penentuan locus delicti berpacu pada teori atau praktek peradilan 
pidana. Empat teori untuk menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau locus 
delicti tersebut adalah:16 

1. Tempat terjadinya tindak pidana/locus delicti adalah tempat dimana perbuatan 
tersebut dilakukan (de leer van de lichamelijke daad);  

2. Tempat terjadinya tindak pidana/locus delicti adalah tempat dimana alat yang 
digunakan dalam tindak pidana tersebut bereaksi (de leer van het instrument);  

3. Tempat terjadinya tindak pidana/locus delicti adalah tempat dimana akibat 
daripada tindak pidana tersebut timbul (de leer van het gevolg);  

4. Tempat terjadinya tindak pidana/locus delicti adalah tempat dimana perbuatan 
tersebut secara fisik terjadi, tempat dimana alat yang digunakan bereaksi, dan 
tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut timbul (de leer van de 
meervoudige pleets). 

Berdasarkan teori penentuan locus delicti diatas, penuntut umum dalam menyusun 
surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-31/KNYAR/Eku.2/08/2020 
menyebutkan: 
 
”Bahwa terdakwa AVIAN YOGA Alias GOMBLOH Bin PRASETYO ARI NUGROHO pada hari 
Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 17.24 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di 
Jomboran RT. 1 RW. 7 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau 
setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili ”telah memproduksi, membuat, 
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 
pornografi yang melibatkan anak” 
 
Locus delicti yang disebutkan dalam surat dakwaan dalam tindak pidana kejahatan 
pornografi yang dilakukan oleh terdakwa Avian Yoga adalah berada di Jomboran RT. 1 
RW. 7 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Dapat disimpulkan 
bahwa penuntut umum menggunakan teori akibat yaitu tempat dimana akibat daripada  
tindak pidana tersebut muncul.  

Penuntut umum dalam menentukan teori yang digunakan yaitu teori akibat karena 
akibat yang timbul berupa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Avian Yoga 
membuat korban yang masih tergolong anak-anak menjadi ketakutan dan 
mempengaruhi kondisi mental korban.  
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Verstek Jurnal Hukum Acara. 11(1): 021-029  

27



E-ISSN: 2355-0406 

 

 

3. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang penulis kaji, penulis 
dapat mengambil kesimpulan bahwa penentuan locus delicti belum diatur di dalam 
regulasi hukum di Indonesia, sehingga penuntut umum dalam menentukan locus delicti 
menggunakan teori atau praktek peradilan pidana. Pada tindak kejahatan pornografi  
oleh Avian Yoga yang berada pada situs internet atau layanan media sosial seperti 
facebook dan melibatkan korban pada anak yaitu dengan menggunakan tolak ukur dari 
teori tempat akibat langsung dari suatu tindakan kejahatan tersebut timbul. Hal ini 
dapat dilihat dari surat dakwaan yang menyebutkan tempat terjadinya perkara berada 
di Jomboran RT. 1 RW. 7 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar 
atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Karanganyar. Adapun akibat dari tindak pidana pornografi tersebut 
menyebabkan korban menjadi ketakutan sehingga mempengaruhi kondisi mental 
korban yang masih dikategorikan sebagai anak-anak. 
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